digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh

Nama : MUCHAMMAD ZAIN

NIM : E04208037

Judul : KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM

PERSPEKTIF ISLAM

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 02 Juli 2012

Dosen Pembimbing

Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM
195907061982031005

iii



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



ABSTRAK

Muchammad Zain, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Islam.
Skripsi, Program Studi Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sebagian ulama memandang bahwa perempuan tidak memiliki hak-hak tentang
kepemimpinan politik seperti yang dimiliki oleh laki-laki, sedangkan yang lain
memandang bahwa perempuan memiliki hak-hak kepemimpinan politik yang
sama dengan laki-laki. Perbedaan pandangan itu muncul bukan oleh perbedaan
dalil-dalil yang dirujuk, melainkan lebih karena perbedaan pemaknaan yang
dibentuk oleh sudut pandang tertentu yang tidak steril dari bias-bias subyektif.
Tulisan ini mencoba menganalisis pandangan-pandangan tersebut dengan
mendudukkan perkaranya menurut pilahan-pilahan kontek kehidupan dalam unit-
unit sosial kecil (rumah tangga) dan kehidupan di ruang-ruang sosial yang besar
(politik). Meskipun peran-peran di dalam rumah tangga cukup membawa
pengaruh pada pembentukan peran-peran sosial di luar rumah, namun Islam tidak
mempersamakan perempuan dalam kedudukannya sebagai istri dengan
perempuan dalam kedudukannya sebagai warganegara.
Berangkat dari uraian di atas, penulis mencoba untuk meneliti tentang:

A. Bagaimana fenomena diskriminasi gender muncul dalam Islam terhadap

perempuan dalam kepemimpinan politik?
B. Bagaimana pandangan para tokoh pemikir Islam terhadap kepemimpinan
politik perempuan?

Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan  fenomena
diskriminasi gender muncul dalam Islam terhadap perempuan dalam
kepemimpinan politik. Dan untuk menemukan pandangan para tokoh pemikir
Islam terhadap kepemimpinan politik perempuan,
Berdasarkan paparan di atas, penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan
metode jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan teknik
pengolahan data. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif,
Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kebolehan perempuan menjadi
pemimpin, baik sebagai pemimpin kaumnya atau sesama kaum perempuan,
maupun sebagai pemimpin laki-laki hal itu tidak perlu dipermasalahkan sebagai
kebolehannya dalam berdakwah dan memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah.

Kata Kunci: Gender, Hak-hak Kepemimpinan Politik Perempuan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya ulama sepakat menempatkan perempuan setara dengan laki-
laki, yakni dalam posisi ciptaan sekaligus hamba Allah SWT. Sebagai hamba
Allah manusia memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah sama
dengan laki-laki. Perempuan diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban di
antaranya hak untuk menikmati usahanya, hak untuk meningkatkan kualitas
dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa serta kewajibannya untuk melakukan
amar makruf nahi munkar. Ironisnya ketika pola relasi perempuan dan laki-laki itu
ditarik ke dalam tataran operasional yang bersifat praktis. Muncul perdebatan
yang panjang sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Pada normatifnya disepakati
bahwa perempuan diwajibkan menuntut ilmu, memperbanyak amal sholeh baik
dalam kehidupan individu maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Potensi kemampuan berkembang sebagai konsekuensi dari upaya peningkatan

ilmu dan aktifitas serta kepedulian mereka dalam beramal. :

Hal itu memberi peluang kepada kaum perempuan untuk meraih kedudukan
dan jabatan tinggi di masyarakat seperti jabatan hakim atau jabatan tertinggi
sebagai kepala negara. Akan tetapi disini muncul persoalan mengenai

kepemimpinan perempuan secara teologis. Kepemimpinan perempuan dalam

ISiti Musdah dan Anik Farida, Perempuan dan Politik. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2005), 58-65



Islam melahirkan dua aliran besar. Pertama, aliran yang mengklaim bahwa Islam
tidak mengakui hak perenipuan menjadi pemimpin, baik dalam ranah domestik
terlebih lagi dalam ranah politik. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam
mengakui hak-hak perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki.
Kelompok ini menegaskan bahwa Islam mengakui kepemimpinan perempuan
termasuk kepala negara. Paling tidak 4 bentuk argumentasi yang sering
dikemukakan oleh aliran yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan.
Pertama, argumentasi dari Alquran surat Al-Ahzab, 33:33 yang menegaskan
bahwa tempat paling cocok perempuan adalah rumah, An-Nisa 4.34 menyatakan
laki-laki memiliki kekuasdan atas perempuan. Dan berdasarkan ayat itu Rasyid
Ridha menganalogikan kekuasaan seperti kekuasaan raja terhadap rakyatnya.
Adapun surat Al-Bagarah 2:228 yang mengedepankan kelebihan laki-laki dan

perempuan.

Dalam konstruksi gender perjalanan sejarah peradaban umat manusia
memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik dari aspek sosial, kultural,
ekonomi, politik, termasuk penafsiran terhadapa teks keagamaan,’ seperti salah
satunya ungkapan para ulama di atas, ada yang memperbolehkan seorang
pemimpin dari bangsa pefempuan dan ada ulama yang tidak memperkenankan

kepemimpinan perempuan tersebut.

Jurnal Al-Khoziny; Media Informasi Pendidikan dan Hukum Islam. (Sidoarjo: STAI Al-
Khoziny, 2006), 44



Jika melihat bukunya Sri Suhandjati Sukri yang berjudul Pemahaman Islam
dan Tantangan Keadilan Jender, maka disini dikatakan bahwa pesan-pesan
kesetaraan tersebut tidak perlu menjadi hal yang perlu diperdebatkan antara peran
dan kegiatan perempuan tersebut, baik yang berkaitan dengan eksistensi maupun
prestasi dan kualitas perempuan di hadapan Tuhan dan juga di dalam
masyarakatnya, karena banyak contoh yang bisa ditunjuk. Misalnya Islam tidak
pernah mendiskreditkan perempuan sebagai makhluk yang mudah tergoda
ataupun yang menjerumuskan laki-laki. Oleh karena itu semua ayat Alquran yang
membicarakan Adam dan pasangannya di surga sampai keduanya jatuh di bumi
karena melanggar aturan Tuhan, selalu memakai kata ganti untuk dua orang/
dhamir mutsanna (Q.S. 2:35-36 dan Q.S.7:19-23). Perempuan pun memiliki hak

yang setara dengan kewajibannya (Q.S. 2:1 87).2

Pada dasarnya memang mengidentikkan perempuan dengan pemimpin
merupakan suatu yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena fokus peran
perempuan secara umum lebih berkisar pada penyelesaian tugas domestik
kerumahtanggaan, artinya tugas pokok perempuan hanya bertumpu pada rumah
tangga dan perangkat-perangkatnya. Dengan demikian yang menyangkut masalah
politik dan kepemimpinan menjadi tugas dan dunia laki-laki dengan alasan

kepemimpinan berada pada pihak laki-laki. Dr. Yusuf Qardhawi menyatakan:

3Sri Suhandjati Sukri, Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender. (Y ogyakarta:
GAMA MEDIA, 2002), 168



“Ada pula yang berpendapat bahwa perempuan tidak mempunyai tempat dalam
mengatur ummat. Tempatnya adalah di rumah, tidak boleh keluar dari rumah
kecuali ke kuburan. Perempuan tidak mempunyai hak suara dan kesaksian dalam
pemilihan ummat terlebih lagi mencalonkan dirinya dalam lembaga atau dewan

tertentu”.

Makanya tidak salah jika di berbagai belahan dunia perempuan tidak diberi
hak politik (sebelum abad 20), hak politik bagi perempuan baru ada di tahun 1920

yang telah memberikan hak pilih bagi perempuan.

Jika melihat dalam Syariat Islam, baik secara normatif maupun empirik
historis menunjukkan adaﬁya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan
dalam bidang politik. Dalam kontek politik, Syariat Islam memberikan
kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk menggunakan akal secara total

dan bersih sebagai ummat yang sama-sama memiliki potensi.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dari itu sangat menarik jika dicermati
timbulnya perbedaan interpretasi tekstual ayat-ayat tentang hak-hak politik dan
kepemimpinan perempuan di kalangan ummat Islam itu sendiri, sehingga
menimbulkan kesenjangan pendapat yang kadang-kadang menjurus kontroversial.
Perbedaan interprestasi dimaksud adalah menyangkut persoalan boleh tidaknya

seorang perempuan menjadi kepala pemerintahan atau pemimpin.4

“*Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita.
(Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006),
51-52



Jika mengacu dalam beberapa riwayat yang ada disebutkan bahwa kaum
perempuan di permulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam
kegiatan politik, bahkan Alquran surat al-Mumtahanah ayat 12 melegalisasi

kegiatan politik kaum perempuan.

Ol Yy 0 Yy OB mar Vg Lnd il 0S5 ¥ o e lingly Ciliaall ela 131 (il Ll
Ol g Dgadd Gy ra (S lipany Vg Gelaly De) Om 4By Olign b Y 0paY )
any s A Gl A

Artinya: Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman
untuk mengadakan baiat/janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersatukan sesuatu
pun dengan Allah, tidak akan mencuri tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-
anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan, antara tangan dan kaki
mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji

setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.

Adanya baiat dari perempuan pada masa Nabi ini sebagai bukti adanya
kebebasan untuk menentukan pandangan berkaitan dengan kehidupan serta hak

untuk mempunyai pilihan berbeda dengan pandangan kelompok lain.

Istri- istri Nabi terutama Aisyah telah menjalankan peran politik penting,
demikian juga Fatimah binti Rasul, Atika binti Yazid, Umu Salamah binti

Yakqub, dan lain sebagainya.

Bukti sejarah pemimpin perempuan yang sukses menyejahterakan rakyatnya
adalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Al-Naml {27}: 23. Dalam
perjalanan sejarah nusantara kehadiran pemimpin perempuan juga tidak dapat
dipungkiri keadaanya, seperti adanya Tribuana Tunggal Dewi Jaya Wisnu

Wardani yang memimpin kerajaan Majahpahit selama 22 tahun, yaitu ketika raja



Jayanegara meninggal pada tahun 1328, Ratu Sima di Kalingga yang terkenal
dengan keadilan dan ketegasannya, Cut Nyak Dien, pemimpin gerilyawan Aceh
melawan penjajah Belanda yang menggantikan kedudukan suaminya Teuku Umar
sebagai pemimpin perang pada tahun 1899 hingga tertangkap pada tahun 1905.
Bahkan dalam kontek pemerintahan, sedikitnya tercatat empat perempuan Aceh
sebagai Sultanah, yaitu Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1541- 1675) putri
Sultan Iskandar Muda, Sultanah Nurul Alam Nagiatuddin Syah (1675- 1678),
Inayah Syah Sakiatuddin Syah (1678- 1688) dan Kamat Syah Zairatuddin Syah
(1688- 1699),° dan masih banyak deretan para pemimpin perempuan yang telah
tercatat dalam sejarah dunia Islam kontemporer, seperti Megawati Soekarno Putri

di Indonsia, Benazir Bhuto di Pakistan.

Jadi sebenarnya kalau diteliti dengan baik di luar kodrat biologisnya Islam
tidak menggariskan perbedaan gender apapun antara laki- laki dan perempuan.
Karena itu di luar peran-peran kodratinya perempuan bisa mengambil peran yang
setara dengan laki- laki, misalnya di bidang sosial-politik tanpa harus ada
perdebatan. Namun realitasnya misalnya di Indonesia sendiri persamaan hak-hak

politik tersebut masih harus diperjuangkan.’

SUmi Khoiriyah, Hadis-Hadis Tentang Kepemimpinan Publik Bagi Perempuan Dalam Al-
Kutub Al-Sittah. (Surabaya: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 2010), 2.Mengutip dari
Zaitunah Subhan, Perempuan dan Politik Dalam Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 9-
10; Lihat juga Zaitunah Subhan, Menggegas Figih Pemberdayaan Perempuan. (Jakarta: El-Kahfi,
2008), 96-97

%1bid, 3. Mengutip dari Perempuan dan Politik...,12-13

"Al-Qanun, Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam. (Surabaya: Fakultas Syariah
1AIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), 736- 737



Sekalipun demikian, masalah kepemimpinan politik perempuan ini sampai
sekarang masih menjadi kontroversi terutama yang menyangkut peran mereka
dalam ranah publik. Menurut Zaitunah Subhan, kebolehan perempuan menjadi
pemimpin baik sebagai pemimpin kaumnya, sesama kaum perempuan maupun
sebagai pemimpin laki-laki tidak perlu dipermasalahkan sebagai kebolehannya

dalam berdakwah dan memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah.®

Kontroversi kepemimpinan politik perempuan di ranah publik antara lain
dilatarbelakangi oleh adanya teks Alquran yang melahirkan kontroversi pemahaman.
Diantaranya adalah surat Al-Nisa [4]: 34, surat Al-Baqarah [2]: 228,'° dan surat Al-
Ahzab [33]: 33",

Akan tetapi dari berbagai ayat kontroversi di atas yang paling menampakkan
pelarangan perempuan menjadi pemimpin publik, adalah surat Al-Nisa [4]: 34.
Sebenarnya substansi ayat tersebut menurut penulis hanya membahas status suami
dan istri, bukan status antara laki-laki dan perempuan pada umumnya. Karena
melihat dari faktor sejarah perempuan dalam Islam dan faktor bahwa laki-laki dan
perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial yang sama.

Kontroversi seputar kepemimpinan publik bagi perempuan juga tidak terlepas
dari respon Nabi SAW ketika mendengar berita bahwa masyarakat Persia telah

memilih putri Kisra sebagai pemimpin, kemudian Nabi SAW bersabda: "Tidak

$Khoiriyah, Hadis-Hadis...,3. Mengutip dari Perempuan dan Politik..., 6

SKhoiriyah, Hadis-Hadis...,3. Kaum laki- laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan
yang saleh adalah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena
Allah telah memelihara mereka. lihat Departemen agama RI, Alquran dan terjemahnya. (Bandung:
TB. Lubuk Agung, 1989), 123.

"°Khoiriyah, Hadis-Hadis...,3. Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan
kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, 55.

"Khoiriyah, Hadis-Hadis...,3.Hendaklah kamu (para perempuan) tetap dirumahmu dan
janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu, 672.



akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada

perempuan."

Jika dilihat dari kacamata sejarah, bahwa Islam telah membuktikan
melakukan pembebasan terhadap kaum perempuan dari pembatasan sosial, politik
dan hukum yang melingkari mereka pada masa ketika Alquran diturunkan.
Namun Alquran kelihatannya tidak membebaskan kaum perempuan seperti yang
diinginkan oleh gerakan feminis abad dua puluh yang ingin mensejajarkan
perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupannya. Hal inilah yang
agaknya mereka telah menjadikan dasar untuk menuduh bahwa agama Islam tidak

memperlakukan perempuan dengan baik.

Padahal jika dicermati dengan baik, semua manusia yang ada di bumi adalah
seorang pemimpin yang rﬁempunyai kewajiban untuk memakmurkan apa yang
ada di isi bumi ini, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tugas pertama manusia
itu adalah menyeru dan menyuruh orang lain berbuat amar makruf. Sedangkan
tugas yang kedua adalah melarang atau menyeru/ menyuruh orang lain
meninggalkan perbuatan mungkar. Dengan kata lain tugas manusia adalah
melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT dalam semua
aspek kehidupannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di dalam

sebuah masyarakat.

Kedua tugas tersebut dimaksudkan Allah SWT dalam kalimat yang berbeda
seperti telah dikatakan di atas, bahwa setiap manusia sebagai pemimpin

berkewajiban memakmurkan bumi dengan berbuat amal kebaikan bagi dirinya



sendiri, orang lain (masyarakat) dan lingkungan sekitarnya, baik yang bernyawa
maupun tidak bernyawa. Manusia yang diciptakan sebagai khalifah atau pengganti
merupakan makhluk yang mewakili Allah SWT dalam melaksanakan
kepemimpinan melalui kegiatan-kegiatan yang diridhainya.'

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

s ) b iy ¥SIST &bp—@“’

"Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta
pertanggungjawab akan kepemimpinannya. (HR. Bukhori-Muslim) '3

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka penulis
tertarik untuk mengkaji kembali perbedaan interprestasi yang menyangkut
persoalan boleh tidaknya seorang perempuan menjadi kepala pemerintahan atau
pemimpin dalam Islam tersebut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang

berjudul “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Islam”.
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
l. 1dentifikasi

Istilah perspektif Islam dapat dilihat dari dua aspek dalam pembahasan
kepemimpinan perempuan ini, yaitu aspek doktrinal sebagaimana yang ada di

Alquran dan hadits, dan aspek pemikiran para tokoh pemikir Islam.

M. Dalyono, Kepemimpinan Menurut  [slam. (Yogyakarta: GADJAH MADA
UNIVERSITY, 1993), 16-17

'*St. Rogayah Buchorie, Wanita Islam; Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya.
(Bandung: Baitul Hikmah, 2006), 215
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Secara doktrin terlihat dari berbagai ayat diantaranya adalah surat Al-Nisa [4]: 34,
surat Al-Baqarah [2]: 228, dan surat Al-Ahzab [33]: 33. Kontroversi seputar
kepemimpinan publik bagi perempuan juga tidak terlepas dari respon Nabi SAW
ketika mendengar berita bahwa masyarakat Persia telah memilih putri Kisra
sebagai pemimpin, kemudian Nabi SAW bersabda: "Tidak akan beruntung suatu
kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

Sedangkan dari aspek pemikiran tokoh Islam, Abdurrahman Wahid (mantan
Presiden Ri ke- 4), meluruskan permasalahan antara hak laki-laki dan hak
perempuan tersebut harus berimbang karena Islam menilai seperti itu. Beliau
menggunakan landasan Alquran yang berbunyi: “Sesungguhnya kuciptakan kaljan
sebagai laki-laki dan perempuan (Inna khalagnakum min dzakarin wa untsa),”
(QS Al-Hujarat [49]:13) mengisyaratkan persamaan antara laki-laki dan
perempuan. Perbedaan dua jenis kelamin itu hanyalah bersifat biologis, tidak
bersifat institusional/ kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam

literatur Islam klasik.'

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi hubungan penelitian ini difokuskan kepada
pandangan pemikir Islam dalam menyikapi pemuka dari kaum perempuan yang
bisa berkompetisi di dalam proses catur interaksi dalam mengatur dan mengurus

negara.

"“Abdurrahman Wahid, /slamku Islam Anda Islam Kita. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),
128-129
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut diatas maka

permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

A. Bagaimana fenomena diskriminasi gender muncul dalam Islam terhadap
perempuan dalam kepemimpinan politik?
B. Bagaimana pandangan para Tokoh Pemikir Islam terhadap kepemimpinan

politik perempuan?

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mendeskripsikan fenomena diskriminasi gender yang muncul dalam
Islam terhadap perempuan dalam kepemimpinan politik.
b. Untuk menemukan pandangan para tokoh pemikir Islam terhadap

kepemimpinan politik perempuan.

2. Signifikansi penelitian

Secara teoritik hasil penelitian akan menjadi sumbangsih bagi kajian ilmu

politik Islam.



Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini bisa dipergunakan masyarakat

dalam pengambilan keputusan di dalam proses penentuan pemimpin perempuan.

E. Penegasan Judul

Untuk menghindari interpretasi dan pemaknaan yang meluas terhadap

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan terhadap judul penelitian

ini sebagai berikut :

1.

Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut Jeader. Kegiatannya disebut
kepemimpinan atau leadership."> Sedangkan arti pemimpin itu sendiri
adalah orang yang memimpin (juga di arti kiasan seperti penuntun,
penganjur, pemuka, kepala pasukan.'®

Politik: 1. Memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu
kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang
bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/ pemerintahan
termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan
negara; 2. Pada umumnya politik mencakup beraneka macam kegiatan
dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara),
yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan
sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya; 3. Kebijakan; cara

bertindak; kebijaksanaan; 4. Dalam arti yang lebih luas politik diartikan

"*Dalyono, Kepemimpinan Isiam..., 16
I6Poerwodarmiato, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 755
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sebagai cara atau kebijaksanaan (policy) untuk mencapai tujuan tertentu,

misalnya politik pendidikan.'”

Dengan demikian kepemimpinan politik yang dimaksud adalah seorang
pemuka yang bisa mengurus negara atau pemerintahan dengan menjalankan cara

atau aturan dan hukum yang bijaksana dalam cara bertindak.

Sedangkan definisi perempuan yaitu: 1. jenis sebagai lawan laki-laki, wanita.

2.Bini.'®

Jadi kepemimpinan politik perempuan adalah pemuka dari kaum perempuan
yang bisa berkompetisi di dalam proses catur interaksi dalam mengatur dan
mengurus negara tentang aturan dan hukum yang bijaksana dalam cara bertindak.

3. Perspektif: 1. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang

mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang,
lebar dan tingginya); 2. Sudut pandang; pandangan.'®

4. Islam: agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW; orang-, |1 orang

yang memeluk agama Islam; Orang Indonesia (bukan orang asing).?’

Perspektif Islam yang dimaksud adalah sudut pandang agama yang diajarkan

oleh Nabi Muhammad SAW.,

l7Marbun, B.N, Kamus Politik. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 518-519
'®poerwodarmiato, Kamus Bahasa..., 738

""Marbun, Kamus Politik..., 505-506

2(’Poerwodarmiato, Kamus Bahasa...,388
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Dapat dijelaskan maksud judul adalah pemuka dari kaum perempuan yang
bisa berkompetisi di dalam proses catur interaksi dalam mengatur dan mengurus
negara tentang aturan dan hukum yang bijaksana dalam cara bertindak sesuai

sudut pandang agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
mempelajari data-data dokumentatif dalam hal ini adalah buku-buku yang

berkaitan dengan pokok masalah yaitu kepemimpinan politik perempuan.
2. Sumber Data
Untuk sumber data penulis klasifikasi dua bagian yaitu :

1. Untuk sumber data primer (pokok) yaitu tertuju pada Karya Abdurrahman
Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita. Karya Raihan Putri,
Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, Antara Konsep Dan Realita.
Karya Abdul Majid Az-Zindani, Hak-Hak Politik Wanita Dalam Islam.
Karya KH. Hasjim abbas, Presiden Perempuan (Perspektif Hukum Islam).
Karya Muhammad Tholhah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio

Kultural.
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2. Sumber data sekunder (penunjang) yaitu berupa Karya Syarif
Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam. Karya Siti Muslikhati, Feminisme
dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam. Karya Dra. Hj.
Sri Suhandjati, Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender. Karya
Nur Said, Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia.
Karya Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif
Alquran. Karya Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita. Karya
Ikhwan Fauzi, Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan
Persoalan Gender Dalam Islam. Karya DR, Fadli Ilahi, Peranan Wanita
Dalam Amar Makryf Nahi Mungkar. Karya Fatima Mernissi, Ratu-Ratu
Islam Yang Terlupakan. Karya Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah.
Karya Ratna Batara Munti, Encop Sophia, Farkha Ciciek, Respon Islam

Atas Pembakuan Peran Perempuan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Langkah-langkah akan di tempuh untuk menghimpun data adalah sebagai berikut:

a. Membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan diteliti untuk dijadikan data.
b. Menganalisa permasalahan yang berkenaan dengan Kepemimpinan Politik

Perempuan Dalam Perspektif Islam.
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4. Tehnik Pengolahan Data

Sebelum data dianalisis, maka penulis terlebih dahulu mengolahnya dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing (seleksi data), yaitu data yang telah diperoleh dicek kembali
kelengkapannya, sehingga diketahui apakah dapat dimasukkan dalam

proses selanjutnya.

b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diedit tersebut dikelompokkan sesuai

dengan jenis sub bahasan masing-masing.

c. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang sudah

dipahami dan di mengerti agar tidak membingungkan.
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G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah yang mendorong
penulis tertarik mengadakan penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan
identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi
penelitian, penegasan judul, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika

penulisan.

Bab Il Merupakan landasan teoritis yang menguraikan Pengertian Gender,

Perempuan dan Kepemimpinan Politik dalam Islam.

Bab Il Pada bab ini memuat tentang pembahasan terhadap makna kepemimpinan
menurut Islam serta pembahasan asal mula pelarangan kepemimpinan politik
perempuan dalam Islam dan sejarah perkembangan kepemimpinan politik wanita

dalam Islam.

Bab IV Analisis, dalam bab ini membahas analisa yang terkandung dalam bab Il

dan bab III.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi

kesimpulan dan saran-saran.
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BAB 11

GENDER DAN KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Gender

Kata “jender” berasal dari bahasa inggris, gender, berarti “jenis kelamin”.
Sedangkan istilah jender menurut dalam Webster’s New Wold Dictionary, diartikan
sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai
dan tingkah laku.”’

Syarif Hidayatullah, dalam bukunya yang berjudul Teologi Feminisme Islam,
Menjelaskan istilah gender menurut pendapat yang di kemukakan oleh Budi
Munawwar Rahman, ia berkomentar bahwa kata gender sulit dicari padanannya.
Apalagi kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Akan tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor
Menteri gender Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah “gender”. Gender
diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni
laki-laki dan perempuan”. Gender juga diartikan sebagai suatu konsep yang
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi
pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa

masyarakat (Social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.?

'Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah. (Jakarta: Penamadani, 2004), 242
*Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 9
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Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender. (di
Indonesiakan dengan kata gender) adalah konsep kultural yang berupaya membuat
perbedaan (distinction) dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik
emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pada dataran ini ada
garis yang bersifat culture, dimana ciri dan sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki
dan perempuan bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.
Hilary M.Lips dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender: an Introduction
mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan
perempuan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis,? seperti
Linda L.Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat prihal penentuan
seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian jender
(what a given society defines as masculine or feminine is a component of gender).*

Gender dalam definisi Wilson dan Elaine Sholwalter bukan hanya sekedar
pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari konstruksi sosial-budaya,
akan tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan
sesuatu. Karena itu kata gender banyak diasosiasikan dengan kata yang lain seperti
ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian
secara terpisah. Adapun dalam Kepmendagri no. 132 disebutkan bahwa gender

adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan

’Siti Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam. (Jakarta:
Gema Insani Press, 2004), 20

“Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran. (Jakarta:Paramadina,
2001)34. Mengutip dari Linda L. Lindsey, Gender Roles: a Sociological Perspective, New Jersey:
Prentice Hall, 1990, 2.
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perempuan yang terjadi akibat dari berubahnya keadaan sosial dan budaya yang ada
dalam masyarakat.’

Dalam al-Qanun yang berjudul, Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam,
Gender diartikan tidak sama dengan seks. Seks adalah sifat manusia yang
berhubungan dengan aspek biologis atau jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelaminnya
manusia dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Manusia berjenis kelamin laki-
laki mempunyai ciri: memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma.
Sedangkan manusia berjenis kelamin perempuan mempunyai ciri: memiliki vagina,
memproduksi ovum, melahirkan dan mempunyai alat menyusui. Semua itu diberikan
oleh Tuhan secara permanen sebagai kodrat, sehingga tidak dapat dipertukarkan.
Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang
merupakan hasil dari konstruksi sosial dan kultural. Misalnya bahwa perempuan itu
lemah-lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki itu kuat, rasional,
Jantan dan perkasa. Sifat-sifat ini bisa berubah dan bertukar dari waktu ke waktu dan
dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya pada zaman dahulu di suatu suhu

tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki.®

*Mufida, Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. (Malang: UIN MALANG PRESS,
2008), 2

SAl-Qanun; Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam. (Surabaya: Fakultas Syariah 1AIN
Sunan Ampel, 2005), 736-737.
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Ismah Salman, Hum dalam bukunya Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah:
“Diskursus Jender Di Organisasi Muhammadiyah”, mengatakan jender adalah suatu
konstruksi sosial yangmengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam
keluarga/ masyarakat yang terbentuk melalui proses sosialisasi. Hubungan dalam
bentuk pembagian kerja serta kewajiban dan pola hubungan yang dapat berubah dari
waktu ke waktu dan berbeda antar budaya.’

Badriyah Fayumi dalam bukunya Keadilan Dan Kesetaraan Jender (Perspektif
Islam), mengatakan bahwa pengertian jender tidak sekedar merujuk pada perbedaan
perilaku, sifat dan cirri-ciri khas yang dimiliki laki-laki atau perempuan. Lebih jauh
istilah jender menunjuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Jika perbedaan seks merupakan bawaan sejak lahir, dan sepenuhnya kehendak Tuhan,
perbedaan jender sepenuhnya didasarkan atas kreasi atau ciptaan masyarakat. Oleh
karena itu seks (jenis kelamin) tidak akan pernah berubah dari waktu ke waktu.
Sementara jender selalu berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.®

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jender adalah perbedaan
yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dihasilkan oleh konstruk sosial dan
kultural. Berbeda dengan seks yang hanya membahas tentang perbedaan jenis

kelamin.

"Ismah Salmah, Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: “Diskursus Jender di Organisasi Perempuan
Muhammadiyah”. (PSAP Muhammadiyah, 2005), 137

®Badriyah Fayumi, dkk, Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam). (Jakarta: Tim
Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama R1, 2001), 57
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Sedangkan Teori Tentang Jender menurut Raihan Putri di bagi menjadi 3 (tiga)
bagian yaitu: |

1. Teori Alam atau Teori Nature

Di dalam teori ini menjelaskan bentuk jender secara alamiah yang berbentuk
biologi laki-laki dan perempuan yang hakikinya memang berbeda, seperti laki-laki
mempunyai sperma dan perempuan memiliki rahim, payudara dan mengalami
menstruasi sehingga perempuan mampu dan bisa rmengandung, melahirkan serta
menyusui, hal ini yang menyebabkan kodrat laki-laki dan perempuan berbeda.
Perbedaan kodrat biologis misalnya diantara keduanya berakibat pada perbedaan
perangai psikologis. Perbedaan tersebut terlihat pada peran secara umum antara laki-
laki dan perempuan, laki-laki sangat mendominasi sektor publik dengan modal
kekuatan fisiknya, sementara perempuan sangat mendominasi sektor domestik rumah
tangga dan sifat lemah lembut dan penyayang serta kesabarannya.

2. Teori Nurture atau Kebudayaan

Di dalam teori ini sangat bertentangan dengan teori nature (alam) sebagaimana
disebut diatas. Prinsip dari teori nurfure adalah perbedaan peran laki-laki dan
perempuan bukan disebabkan kodrat alam yang berpuncak pada faktor biologis,
namun perbedaan itu lebih pada hasil pengembangan melalui pendidikan kultur dan
kebudayaan. Teori nurture ini beranggapan bahwa perbedaan relasi jender laki-laki
dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh konstruksi sosial

yang terjadi.
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3. Teori Fungsionalisme Struktural

Di dalam teori ini masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan
merupakan hasil dari suatu sistem yang saling terkait satu sama lain secara sistematis,
artinya yang satu membutuhkan yang lain demikian juga sebaliknya, kedua jenis
kelamin itu punya kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi.

Perbedaan jender ini bisa melahirkan peran jender yang dipermasalahkan dewasa
ini. Adanya penggunaan analisis jender dalam korelasinya dengan struktur
ketidakadilan dapat dilihat pada terjadinya marginalisasi (kemiskinan ekonomi)
terhadap wanita, terjadinya subardinasi pada kaum perempuan, pelabelan negatif
(stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan terjadinya
diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, mengelola rumah tangga sebagai beban

kerja domestik dilimpahkan pada wanita.’

B. Perempuan dan Kepemimpinan Politik dalam Islam

Pembahasan perempuan dalam konteks kekinian tentang upaya pembebasaan
perempuan dari dominasi laki-laki masih terus diperjuangkan oleh kelompok aktivis,
ilmuwan dan akademisi di berbagai negara di dunia, tidak saja menjadi wacana dan
fenomena bagi kelompok atau golongan tertentu yang dibatasi garis geografis
maupun ideologis, namun lebih kepada persoalan global yang lintas ruang dan waktu.

Di Jepang adalah Michico, sebagai tokoh pergerakan kaum perempuan, di Maroko

°Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita. (Yogyakarta:
AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 13-16
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atas perempuan demi kepentingan kaum laki-laki sebab Islam adalah Syariat Allah
SWT yang diturunkan untuk laki-laki dan perempuan sekaligus.'?

Dalam masyarakat Islam pun perempuan menempati kedudukan penting yang
tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia
sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan, seperti yang diberikan
oleh agama Islam. Hal itu disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan
diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu

lain. Sebab Allah menciptakan seluruh manusia dari satu asal. Allah SWT berfirman:

Hai manusia, sesunggunya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling
bertaqwa di antara kamu. Sesunggunya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS.Al-
Hujarat[49]:13)."

Akan tetapi karena sifat bawaan (kodrati) perempuan yang ditandai dengan
struktur anatomi, karakteristik suara, gerakan tubuh dan gaya penampilannya telah
ikut menonjolkan peran domestik perempuan sebagai ibu (hamil, melahirkan,
meneteki, merawat anak) dan sebagai istri. Peran publik perempuan tersebut
senantiasa ditekan (termasuk oleh sesama perempuan) dengan dalih perlindungan
moral dan gejala pelanggaran norma aurat (tabarruj), perbauran dengan laki-laki lain
dan akses mobilitas tanpa selalu didampingi muhrim. Dalih penekan itu berbentuk

otoritas keagamaan, betapa harus menggeser perempuan pada posisi inferior, semata-

“?Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita. (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1997), |
Blkhwan Fauzi, Le, Perempuan Dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender
Dalam Islam. (Jakarta: Amzah, 2002), 12
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mata demi melindungi fungsi kodratinya. Bentuk tekanan yang berdampak pada
peran partisipasi politik perempuan telah mendasari seruan aktifis Islamic perempuan
semisal Maryam Jamilah (lh. 1934) tokoh Jamaati Islami Pakistan dan Zainab al-
Ghazali (lh. 1917) anggota Ikhwanul-Muslimin Mesir. Kedua tokoh pejuang
kewanitaan tersebut setuju dengan gagasan memeranfungsikan perempuan sesuai
kapasitas intelektualnya, tetapi untuk keluar rumah bersaing dengan laki-laki di sektor
bisnis dan pabrik-pabrik mereka tegas menaruh keberatan.'

Jika melihat lebih dalam bahwa ajaran Islam sebenarnya meletakkan posisi
perempuan, baik dia sebagai istri atau ibu kedudukannya sama dengan laki-laki. Hal
ini diungkapkan dalam surat An-Nahl ayat 97:

Barang siapa mengerjakan amal shalih (kebaikan), baik laki-laki atau perempuan sedang
ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik, dan kami akan memberi imbalan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan."®

Persoalan lain yang sering menjadi dasar pandangan yang kontroversi adalah
tradisi. Tradisi ini pun sebagian terbentuk oleh pemahaman kepada agamanya. Jadi
persoalan yang esensial perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, misalnya di
Indonesia mengenai perempuan kalau di runtut ke akarmnya adalah pada masalah
pemahaman pada teks agama. Karena itu jika ingin meluruskan sikap masyarakat

terhadap posisi perempuan adalah pelurusan mengenai pemahaman agama.

"“Hasjim Abbas, Presiden Perempuan (Perspektif Hukum [slam). (Yogyakarta: Kutub, 2004),
175-176
'*Salmah, Keluarga Sakinah..., 113-114
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Selama ini muncul lagi gejala pemahaman baru dari sekelompok masyarakat,
yaitu melihat posisi perempuan yang agak kurang memperhatikan esensi ajaran
agama, mereka lebih banyak cenderung pada kritik sikap agama (ulama?) tanpa
mengadakan studi kajian mengenai agama. Sebenarnya mereka tidak terlalu
mendalami mengenai pemahaman agama, tetapi mereka tanpa ragu-ragu menyerang

ajaran tersebut.

Melihat pada gejala akhir-akhir ini, perbedaan pendapat mengenai posisi dan
peran perempuan di publik semakin ramai. Dilema ini agaknya muncul karena di satu
pihak diakibatkan oleh gencarnya serbuan informasi dari barat tentang citra
perempuan moderen dan di lain pihak kurangnya informasi yang benar tentang
ajaran-ajaran Islam yang berkenaan dengan perempuan, sehingga timbul kesan bahwa
seolah-olah para islamisis telah memenggal hak-hak perempuan untuk hidup dan
berkiprah.

Kajian kandungan Alquran tentang pembahasan mengenai semua kegiatan
perempuan boleh selama dia melakukan kebaikan, dan secara otomatis hak-hak
politik mengenai perempuan tidak perlu diperdebatkan lagi termasuk hak pilih dan
hak dipilih menjadi anggota lembaga perwakilan (al-Baiat al-Niyabah) atau untuk
lembaga setempat (mahaliah) dan hak dipilih menjadi pemimpin negara (wilayah
khasah). Operasionalisasi praktis ketiga hak politik itu dalam formula hukum positif

negara-negara Islam ternyata mencerminkan ekstremitas pemaknaan doktrin Syari,
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paham moderat terbatas dan belum adanya kecenderungan yuridis menyalurkan hak-
hak politik itu bebas.

Di dalam UU No. 25 tahun 1962 di Kuwait dan UU No. 9 Tahun 1970 di Qatar,
formula kedua undang-udang tersebut membatasi hak pilih bagi laki-laki saja.
Karenanya muncul reaksi berbentuk penentangan terhadap perilakuan pada tahun
1985 di Kuwait oleh Komite Penafsiran dan legislasi Alquran. Demikian pula pada
tahun sekitar 1994 di Bangladesh muncul sikap bahwa pembatasan konvensional
terhadap perempuan dipandang sebagai fatwa tidak suci (a religious backlash).

Dustur Mesir nomor 246 tahun 1956 yang cenderung moderat telah menunjuk
keanggotaan majelis (setingkat MPR) terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kenyataan
pemilu di Mesir menghasilkan 5% anggota majelis terdiri atas perempuan. Pada tahun
1997- 1998 telah terjadi pengangkatan jabatan wakil presiden di negeri tersebut
personalianya cendekia perempuan.

Sedangkan wacana figih yang berpandangan moderat dan rekomendasi Lajnah
al-Fatwa al-Azhar Juni 1952/ Ramadhan 1381 H. mengakui hak-hak politik
perempuan untuk hakpilih dan dipilih menjadi pimpinan negara. Ulama yang
merumuskan doktrin moderat terbatas itu antara lain: Abu Hamid al-Ghazali
(Fadhaih al-Bathiniah: 180-181) Ibnu Hazm (al-Fashlu fi al-Milali wa al-Ahwa'i:
1v: 129) Tbnu Qudamah (4/-Mughni:[X:40-41) Rasyid Ridha (4I-Manar:11:375)
Musthafa as-Sibai (al-Marah baina Al-Fighi Wa Al-Qanun:35) Sulaiman At-Tamawi

(Umaru Ibnu Al-Khatab wa Siyasatuhu: 138 dan 545), M. Salam Madzkur (Tarikh
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at-Tasyri’ al-Islami Wa Mashadiruhu: 38) dan pakar anggota Lajnah Fatwa al-Azhar
tahun 1952).'¢

Perdebatan dari pangkal ketidakadilan terhadap perempuan di atas bermuara dari
stereotip yang cenderung merendahkan yang sengaja ditujukan kepada perempuan.
Pandangan ini sering berpangkal dan mendapat pembenaran dari tradisi budaya dan
pemahaman keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Pada masyarakat eropa abad
pertengahan misalnya, perempuan telah dianggap sebagai sumber bencana dan
penyebab kerusakan. la dianggap sebagai manusia penggoda yang telah
menyebabkan Adam as turun dari surga ke bumi. Karenanya kemana pun ia pergi, ia
dianggap sebagai sumber dosa.

Sedangkan Islam sebenarnya membawa ajaran yang diyakini meninggikan
derajat dan martabat perempuan. Sayangnya ajaran yang luhur itu seringkali di
tafsirkan secara dangkal, sehingga tidak jarang ditemukan penafsiran keagamaan
yang justru merendahkan berempuan. Misalnya, tuntutan mengenai kesalehan
perempuan, sering kali ditafsirkan dalam bentuk serba membatasi gerak dan aktifitas
perempuan dalam masyarakat. Ibadah perempuan yang dianggap terbaik adalah
hanya dalam ruang lingkup rumah tangganya. Semakin banyak tinggal di rumah,
dianggap semakin tinggi nilai ibadahnya. Selain itu ketaatan seorang perempuan

muslim kepada Allah swt diukur dari ketaatannya kepada suami.'”

'Abbas, Presiden Perempuan..., 176-179
""Fayumi, Keadilan Kesetaraan..., 82-83
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Menurut Mermissi ajaran Islam sebenarnya sangat menghormati perempuan. Nabi
Muhammad SAW justru sangat toleran dan akomodatif terhadap perempuan.
Sayangnya setelah Nabi wafat, bermunculan hadis-hadis misogini (anti perempuan)
yang diriwayatkan beberapa sahabat utama. Dalam kitab Bukhari, yang dipuji karena
keberhasilannya membedakan hadis sahih dan hadis palsu, banyak ditemukan hadis-
hadis seperti itu. Di antaranya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah
atau Abdullah bin Umar. Mungkin karena kedekatan sahabat tersebut dengan Nabi
SAW atau kesalehan pribadi mereka, Bukhari perlu memasukkan hadis tersebut
dalam kitabnya tanpa melakukan kritik dalam isi kandungannya.'®

Sebenarnya masalah hak asasi perempuan telah mulai dibahas sejak berakhirnya
perang dingin, khususnya tekanan untuk mempertanyakan masalah jender dan
seksualitas di dalam hubungan internasional. Namun penggunaan perspektif feminis
dalam wacana internasional sangat lamban. Padahal instrumen tentang hak-hak
perempuan internasional telah banyak dihasilkan. Misalnya pada tahun 1907,
konvensi Hague dalam konfrensi perdamaian internasional, telah menyinggung
pelarangan pemerkosaan dalam masa perang. Di dalam deklarasi hak asasi manusia di
tahun 1948, secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap orang mempunayi hak yang
sama dalam perkawinan. Ini menunjukkan sejak awal di deklarasi HAM, isu jender

sudah masuk menjadi isu internasional.

lz;Fayumi, Keadilan Kesetaraan..., 85
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BAB III

Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam

A. Makna Kepemimpinan Menurut Islam

Di dalam ensiklopedia umum tahun 1973 Penerbitan Yayasan Kanisius
mengartikan kepemimpinan: Hubungan yang erat antara seorang dan sekelompok
manusia, karena adanya kepentingan bersama, hubungan itu di tandai tingkah
laku yang tertuju dan terbimbing daripada manusia yang seorang itu; manusia
atau orang ini biasanya disebut yang memimpin atau pemimpin, sedangkan
kelompok manusia yang mengikutinya disebut yang dipimpin.'

Sedangkan di dalam sejarah Islam di temukan bahwa kepemimpinan klasik
menggunakan beberapa istilah khusus sebagai sebutan untuk aktivitas
kepemimpinan, antara lain: Al-Imam, Al-Khalifah, Al-Amir, Al-Malik dan Al-
Sultan.?

Ibnu Khaldun menggambarkan identifikasi kata imam itu dengan imam shalat
dalam mengikuti dan diikutinya. Oleh karena itu untuk membedakan pemakaian
makna imam untuk pemimpin pemerintahan dengan imam untuk shalat, haji dan
urusan ubudiyyah 1ainnya, dipakai istilah Imam al-Sughra, sedangkan yang

termasuk yang dipakai untuk menunjukkan makna pemimpin pemerintahan

'M. Karjadi, Kepemimpinan. (Bogor: p.t. Karya Cabang Bandung, 1981), 1-2
2Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Munawi al-Ifki al-Mizziy, Lisan al-Arab,
vol. 12, (Bairut: Dar al-Sadir,t.t), 24-25



32

dipakai istilah fmamah al-Kubra.> Sedangkan Ibn Hazm berpendapat lebih luas,
ia mengatakan bahwa kata al-Imam digunakan oleh para fugaha, ilmuwan dan
pemimpin shalat di suatu 1‘nasjid.4

Al-Khalifah bermakna mengganti kekosongan posisi yang diduduki seseorang
sebelumnya, juga khalifah berlaku untuk istilah pemerintahan dan dalam hal ini
khalifah berarti juga kesultanan agung.’ Sedangkan Amir al-Mu’minin berarti
pelayan orang-orang yang beriman. Selanjutnya kata Amir al-Mu’'minin inilah
yang selalu digunakan untuk Khalifah.®

Kata lain yang bermakna kepemimpinan juga al/-Sultan yang memiliki arti
diantaranya: kekuasaan .raja atau penguasa.’ Istilah sultan telah berlaku
berdampingan dengan khalifah, namun sultan lebih jelas. Perbedaan dua istilah
tersebut adalah, bahwa Khalifah lebih cenderung untuk nama kepala
pemerintahan keagamaan pusat Islam, disamping Sultan dengan kekuatan
politiknya yang diangkat oleh Khalifah.

Kata lainnya adalah al-Mulk yang berarti menguasai, orangnya disebut al-

Malik yang berarti pemilik pemerintah dan kekuasaan pada suatu bangsa. Al/-

*Muhammad Abd Qadir Abu Faris, al-Nizam al-Siyasi di al-Islam. (Amman: Dar al-Furqgan,
1987), 176

“Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusy, al-Fasl! fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, vol. 4 (Bairut:
Dar al-Makrifah, 1975), 10

SMajma al-Lughah al-Arabiyyah al-Mukjam al-Wasit, vol. 1(Teheran: al-Maktabah al-
IImiyyah,t.t.), 26, dan Muhammad Abd Qadir Abu Faris, al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam. (Ammam: Dar
al-Furqan, 1987), 174

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadramawy, Mugaddimah Ibn Khaldun. (Bairut:
Dar al-Qalam, 1984), 185-186

"Muhammad bin Yaqub al-Fayruz Abadi, al-Qamuz al-Mubhith. (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 604

8Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Pergerakan. (Jakarta: Bulan
Bintang, 1975), 151
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Khalifah, al-Imarah dan juga al-Mulk (kerajaan) yang ada dalam Alquran kecuali
bermakna umum kepemimpinan tidak dimaksudkan untuk argumen suatu sistem
hukum atau pemerintahan tertentu.

Al-Waliy memiliki konotasi arti bermacam-macam, namun pada dasarnya
kata ini tidak menjadikan gelar khusus dalam kasus kekuasaan, baik yang memuat
penekanan teologis maupun sebaliknya yang hanya bermakna etimologis semata.
Walaupun bila dilihat lebih cermat, maka kata al-Waliy memiliki pengertian yang
hampir mirip dengan Sultan dan juga pengertian kepemilikan yang hampir
mendekati arti kata al-Mulk.

Al-Dahlawy mengemukakan, kepemimpinan umum untuk menegakkan
agama dengan menghidhpkan ilmu-ilmu agama, menegakkan rukun Islam,
memerintahkan jihad dan hal yang berhubungan dengannya umpama mengatur
tentara, mewajibkan peperangan, pemberian harta Fa’i, menetapkan peradilan
hukum-hukum, memberantas kezaliman dan mengarah berbuat makruf serta
mencegah kemungkaran, fungsinya sebagai pengganti Nabi SAW .

Berdasarkan makna kepemimpinan menurut Islam di atas dapat disimpulkan
bahwa kepemimpinan adalah suatu tugas menyeluruh antara mengurus
kepentingan agama dan kepentingan politik duniawi untuk mencapai

kemaslahatan dunia dan akhirat.

°Raihan Putri, Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, Antara Realita dan Konsep. (Yogyakarta:
AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 53
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B. Asal Mula Perdebatan Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Islam

Beberapa tahun yang lalu, sejumlah pemimpin partai-partai politik Islam,
menyatakan bahwa kepgmimpinan perempuan tidak tepat dalam pandangan
agama. Dasar anggapan itu adalah ungkapan Alquran “laki-laki lebih tegak atas
perempuan (al-rijalu gawwamuna ala al-Nisa)” (QS Al-Nisa [4]; 34), yang dapat
diartikan menjadi dua macam. Pertama laki-laki bertanggung jawab fisik atas
keselamatan perempuan, dan kedua laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin
negara. Ternyata para pemimpin partai politik Islam di atas memilih pendapat
kedua itu, terbukti dari ucapan mereka di muka umum. Anggapan bahwa mereka
lebih lemah yang menjadi pendapat dunia Islam pada umumnya selama ini dalam
kenyataan justru menunjukkan sebaliknya.

Untuk melanjutkan anggapan ini digunakan beberapa sumber tekstual
(adillah naqliyah). Seperti ungkapan “wanita hanya mempunyai separuh akal
lelaki”, dan sumber-sumber sejenis. Bahkan sebuah kutipan dari kitab suci
Alquran dipakai dalam hal ini, yaitu “Bagian laki-laki (dalam masalah warisan)
adalah dua kali bagian perempuan (Li al-dzakarimistlu hazi al-untsayain)” (QS
Al-Nisa [4];11). Padahal kutipan itu hanya mengenai masalah waris-mewaris saja,
karena dua pandangan di atas yang selalu menilai rendah perempuan masih umum

dipakai orang dalam dunia Islam.
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Dalam pembahasan ini ingin meluruskan hal yang berkaitan dengan hak laki-
laki dan hak perempuan menjadi semakin berimbang karena memang Islam
menilai seperti itu.Firman Allah SWT dalam Alquran. “Sesungguhnya kuciptakan
kalian sebagai laki-laki dan perempuan (Inna khalagnakum min dzakarin wa
untsa),” (QS Al-Hujarat [49]:13) mengisyaratkan persamaan tanpa adanya
diskriminasi. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak
bersifat institusional/ kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak orang dalam
literatur Islam klasik. Akibatnya masyarakat pun menjadi terpengaruh termasuk
kaum perempuannya sendiri.'®

Pandangan keagamaan Islam paling kontemporer di satu sisi tidak termasuk
radikal yang mengatasnamakan agama, berpendapat bahwa diskriminasi terhadap
perempuan tidak dibolehkan. Meskipun mereka sangat bersemangat menolak
diskriminasi, tetapi mereka juga menyetujui adanya perlakuan diskriminatif di
bidang kewarisan yang berasal dari formulasi hukum Islam abad pertengahan.
Maka hasilnya adalah masih banyak adanya suatu kecenderungan dibeberapa
kitab-kitab figih bahwa perempuan dipandang tidak cakap hukum dalam
melakukan transaksi.!' Dalam bukunya Fadhi Ilahi yang berjudul Peranan Wanita
Dalam Amar Makruf Nahi Mungkar, dikatakan bahwa melantik perempuan

sebagai petugas hisbah di pasar juga termasuk menyerahkan urusan orang umum

YAbdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),
128-129

""Ebrahim Moosa, Islam Progresif; Refleksi Dilematis Tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak
Perempuan di dalam Hukum Islam .(Jakarta: ICIP, 2004), 44-45
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kepada perempuan. Siapa yang melakukan hal itu, maka tidak akan ada
kesuksesan baginya.'?

Jika memperhatikan sabda Rasulullah “Tidak akan pernah sukses sebuah
kaum yang menyerahkan kepemimpinanya kepada perempuan. “Kontek hadis ini
diperlukan penafsiran bafu sesuai dengan perubahan yang terjadi, karena sabda
Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada kepemimpinan suku atau kaum waktu
itu memang berbentuk perseorangan (individual leadership), sedangkan sekarang
kepemimpinan negara kebanyakan justru dilembagakan atau memakai sistem
demokrasi."?

Para ulama ahli hadis berbeda pendapat dalam memahami hadis Nabi di atas.
Namun banyak pendapat yang mengatakan hadis itu benar-benar menunjukkan
ketidakbolehannya menyerahkan pimpinan top (tertinggi pada perempuan).
Banyak juga yang berpendapat hadis itu sifatnya dzanni dan ahad (praduga) yang
sifatnya spontanitas dan temporer berdasarkan sejarah lahirnya hadis itu dari

sabda Nabi SAW."

2Fadli llahi, Peranan Wanita dalam Amar Makruf Nahi Mungkar. (Solo: Pustaka Ar-Rayyan,
2006), 157

“Wahid, Islamku Islam..., 129. Mengutip dari Al-Asqalani, Fath al-Bari Syarah Sahih Al-
Bukhari, juz.V1l, hal.128.; Mengutip dari (Muhammad ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-
Autar, Mesir; Mustapa al-Babi al-Halabi,t. t., Juz VII, hal. 298). Mengutip dari (Muhammad Yusuf
Musa, Nizam al- Hukm fi al-Islam). Mengutip dari (Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid.111, hal. 315).
(Abu Falah Abd al-Hayy bin al-Imad al-Hanbali, Syazarat al-Zahab Fi Akhbar man Zahab, Beirut:
Dar al-Fikr, 1979, Jilid 1, 13).

"“Buchorie, St. Rogayah, Wanita Islam; Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Peranannya.
(Bandung: Baitul Hikmah, 2006), 223
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Sedangkan Jumhur ulama memahami hadis Nabi tentang kepemimpinan
politik perempuan di atas hanya secara tekstual dan apa adanya. Mereka
berbendapat berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan perempuan
menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya
dilarang dalam agama. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk
syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh
karenanya Al-Khattabi misalnya mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah
menjadi khalifah. Demikian pula Al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut
berkata, bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan,
sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.

Para ulama lainnya seperti ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan
Kamal ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan berbeda juga mensyaratkan
laki-laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayyid Sabiq mensinyalir kesepakatan
ulama (fugaha) mengenai syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagai mana
syarat bagi seorang gadi, karena didasarkan pada hadis tersebut.'®

Di dalam sejarah mengajarkan bahwa khalifah selalu menganggap perempuan
tidak pantas untuk menjalankan bahkan kekuasaan yang kecil sekalipun, seperti
mulk, yaitu kekuasaan duniawi yang sekular. Sebagai wakil Tuhan di bumi dan
pada prinsipnya sebagai sumber tertinggi dari segala penyerahan wewenang Ilahi,

khalifah secara sistematis menentang kaum wanita untuk menjadi kepala negara,

SWahid, Islamku Islam..., 129-130
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meskipun wanita tidak pernah menuntut apapun selain untuk menjadi seorang

sultanah dan untuk mengurusi permasalahan duniwi.'®

Dalam memahami dan mengkaji hadis mutlak diperlukan informasi yang memadai

mengenai latar belakang kejadiannya (sisi historis) yang melingkupi hadis tersebut.
Sebenarnya jauh sebelum hadis tersebut muncul, yakni pada masa awal dakwah Islam
dilakukan oleh Nabi ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu Nabi SAW pernah
mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk
memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirimi surat oleh Nabi adalah Raja Kisra di
Persia. Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
“Rasulullah Muhammad SAW telah mengutus Abdullah bin Hudaifah untuk
mengirimkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilakukan sesuai
dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain tersebut
memberikan surat kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi Muhammad SAW,
Kisra menolak dan bahkan merobek-robek surat Nabi Muhammad SAW. Menurut
riwayat bin al-Musayyab setelah peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah SAW,
kemudian Rasulullah bersabda: “Siapa saja yang merobek-robek surat saya, akan
dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu”.al-Asqalani. Fath al-Bari, hal.127-128).
Tidak lama kemudian, Kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan
yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Hingga terjadi bunuh-membunuh dalam rangka
suksesi kepemimpinan, diangkatlah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti
Syairawaih bin Kisra (cucu Kisra yang pernah dikirimi surat Nabi) sebagai ratu (Kisra) di
Persia. Hal tersebut karena ayah Buwaran meninggal dunia dan anak laki-lakinya
(saudara Buwaran) telah mati terbunuh. Karenanya Buwaran kemudian dinobatkan
menjadi ratu.Peristiwa tersebut direkam dalam sejarah terjadi pada tahun 9 H.

Selain itu dari sisi sosial bangsa tersebut dapat diungkap bahwa menurut tradisi
masyarakat yang berlangsung di Persia pada masa itu, jabatan kepala negara (raja)
biasanya dipegang oleh kaum laki-laki.Sedang yang terjadi pada tahun 9 H tersebut
menyalahi tradisi, sebab yang diangkat sebagai mata masyarakat berada di bawah derajat
kaum laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus
kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi masalah kenegaraan. Keadaan seperti ini
tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi di seluruh Jazirah Arab. Dalam kondisi Kerajaan
Persia dan keadaan sosial seperti itulah wajar Nabi Muhammad SAW yang memiliki
kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah
(kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sejahtera/sukses.
Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang sama
sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya?. Salah satu syarat yang harus
dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu
sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Andaikata seorang
perempuan telah memiliki kualifikasi dan sangat dihormati oleh masyarakat, sangat

45

'Fatima Mernissi, Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan. (Bandung: MIZAN Anggota IKAPI, 1994),
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mungkin Nabi yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan politik
perempuan.”'’

Dalam kandungan Alquran tidak ada pernyataan yang secara langsung
membedakan kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan ayat 34
surat al-Nisa yang menunjukkan bahwa laki-laki pelindung/ pemimpin bagi
perempuan, dalam tafsirnya hal itu lebih banyak ditunjukkan dalam
kepemimpinan rumah taﬂgga/ suami istri. Sedangkan pemaknaan hadis Nabi di
atas sudah jelas bahwa pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam Islam
karena pada saat itu konstruk sosial dan kultural yang terjadi sangat tidak
mendukung keberadaan perempuan untuk menjadi pemimpin.

Akan tetapi dengan perkembangnya era globalisasi sistem demokrasi
memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin karena ada pembagian
kekuasaan dan sistem kontrol di dalamnya, dan hal ini di sahkan oleh pemikir
tokoh Islam, seperti Abdurrahman Wahid. Sedangkan zaman Nabi sistem
kepemimpinan berbentuk perseorangan (individual leadership), yang fokus
kebijakannya terletak pada tombak pemimpin tersebut, tanpa adanya kontrol dari

jajaran pemerintahan dan masyarakat.

"Wahid, Islamku Islam..., 129
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C. Sejarah Perkembangan Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Islam
Berbicara tentang sejarah dunia Islam secara sepintas ternyata cukup banyak
tokoh pejuang perempuan di dalamnya. Diantara mereka adalah ibunda para Nabi,
istri-istri dan putri-putri para Nabi serta perempuan-perempuan terkemuka dalam
bidang agama, politik pemerintah, sosial, ekonomi, bidang ilmiah, budaya dan lain
sebagainya.Kesemua mereka itulah yang mendasari tokoh perempuan Islam yang

telah membuat sejarah dengah hasil perjuangannya yang bisa dirasakan sampai saat

ini.'®

Sedangkan dalam sejarahnya Islam juga memberikan kontribusi terhadap
pengentasan perempuan dari jurang kehinaan dalam masyarakat pada masa itu di
antaranya adalah:

a. Islam melarang laki-laki mengeluarkan perempuan yang sedang haid dari
rumahnya.
Islam membatasi penolakan seks lelaki maksimal 4 bulan.
Islam melarang duka cita istri selama satu tahun.
Islam membatasi jumlah istri.
Islam memperhitungkan perempuan sebagai penerima waris.
Islam melarang praktik mewarisi perempuan bersama harta benda.
Islam melarang anak laki-laki menikahi istri-istri ayahnya, juga kakak beradik
secara bersamaan. -
Islam melarang pemaksaan perempuan dalam prostitusi.
Islam mengutuk pembunuhan anak perempuan.
Islam melarang adanya tawanan perang muslimah.
Islam menyebut kejahatan yang sama pada pembunuhan perempuan.
Islam mewajibkan perempuan belajar, sama dengan laki-laki.

. Islam menjadikan syarat persetujuan perempuan dalam pernikahannya.
Islam menjadikan mas kawin sebagai hak milk istri.
Islam juga mecela para suami yang marah-marah dan merasa malu karena
istrinya telah melahirkan anak perempuan. Suatu bukti konkret, keturunan Nabi
Muhammad yang diberi kesempatan mendampingi beliau dalam tugas kenabian,
semuanya putri.’

e TRFRTTST @mo oo o

®Buchorie, Wanita Islam..., 2
l"Suhanj dati, Pemahaman islam..., 172-173
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Sedangkan manifestasi dari ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya
patriakhi adalah:

a. Stereotype

Pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu
berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan masalah misalnya perempuan
lemah, penakut, cerewet, emosional, kurang bisa bertanggung jawab, dan sebagainya.

b. Subordinasi

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang
didasarkan pada stereotype gender, menyebabkan penempatan salah satu jenis
kelamin pada status, peran dan relasi yang tidak setara dan adil. Biasanya laki-laki
lebih dipandang unggul berada pada supraordinat, sedangkan perempuan dianggap
berada pada subordinat. Manifestasi dari subordinasi akan menghambat akses
partisipasi kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan
keputusan.

¢. Marginalisasi

Merupakan proses peminggiran sengaja atau tidak sengaja terhadap jenis
kelamin tertentu dari jenis kelamin lainnya secara sistemik dari mendapatkan akses,
dan manfaat dalam kehidupan akibat stereotype dan subordinasi. Dampaknya adalah
salah satu jenis kelamin tertingi dari jenis kelamin lainnya.

d. Beban kerja yang tidak proposional

Pemaksaan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung beban aktifitas
berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki
dan perempuan, yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak
fleksibel. Pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu
ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat.

e. Kekerasan yang berbasis gender

Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis kelamin superior dan
lebih berkuasa, dan jenis kelamin lainnya adalah inferior yang berdampak pada
hubungan herarkhis bukan setara. Relasi yang timpang gender ini rentan terjadi
kekerasan dimana pihak yang merasa lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap
pihak yang dikuasai. Umumnya kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada
perempuan dibanding dengan laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi
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dominan bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan kurang memiliki
kemandirian.?’

Berdasarkan dari beberapa sejarah di atas dalam kaitannya membicarakan hak-
hak politik bagi perempuan sangat erat kaitannya dengan sejarah kepemimpinan
negara yang sangat berpotensi khilafiyah. Karena mengetahui perjalanan dunia Islam,
maka mempermudahkan seorang penulis untuk berkembang dalam tindak lanjut
penelitian selanjutnya.

Pembahasan kepemimpinan perempuan dalam Islam ini berpotensi khilafiyah,
karena terkondisi oleh beberapa faktor di antaranya kualifikasi nash Syari, dalalah,
fenomena sejarah yang terjadi, formula hukum positif beberapa negara hingga
distribusi hak-hak politik bagi perempuan.

Akan tetapi dalam Syari yang berupa ayat Alquran atau matan hadis tidak di
Jumpai pernyataan yang Syarih (eksplisit) melarang perempuan menjabat pimpinan
negara. Dalam Alquran surat an-Naml: 23-35 justru menghikayatkan Balqgis yang
menjabat ratu (Mulk) di negeri Saba.

Ratu Balqis di tampilkan sebagai pemimpin negara yang mampu mendinamiskan
sistem pemerintahan demokratis dengan cara mengoptimalkan dialog terbuka yang
melibatkan elit kaumnya (al-Malau). Di gambarkan basis agama ratu dan kaumnya
menyembah matahari, ternyata cukup bijak menyikapi tawaran untuk menyatu

dengan misi agama Sulaiman as.

®Mufida, CH, Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender. (Malang: UIN Malang Press,
2008), 15-16
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Dalam ungkapan bahasa ayat-ayat yang substansi maknanya dapat dieksploitir
untuk mendominasi kepemimpinan laki-laki pada sektor kenegaraan, ternyata struktur
kalimat ayat-ayat tersebut berbentuk jumlah khabariah (kalimat berita, bukan jumlah
thalabiah (kalimat instruktif).

Sedangkan formula ayat serupa itu cenderung memancing pola istimbath yang
hasil kesimpulannya dzanni (relatif). Konsekuensi dalalah serumpun dzanni tidak
memadai untuk dasar penetapan hukum dengan sifat pasti (haram-wajib). Koleksi
hadis yang kandungannya juga matannya meniadakan peluang kepemimpinan negara
bagi perempuan, termasuk hadis riwayat Abu Bakrah (dalam Musnad Ahmad, al-Jami
al-Bukhari, Sunan at-Turmudzi Dan Sunan an-Nasai). Yang oleh pengamatan
Jamaluddin as-Sayuthi bermutu sahih seluruhnya, ternyata bila dicermati lewat
ketersebaran jalur riwayatnya masih berada pada kategori ahad bukan mutawatir.
Proses wurud hadis tersebut sampai aplikasi ajarannya dilapangkan oleh perawi,
tercermin kasuistik.

Di dalam warudul hadis seperti itu bila didiskripsikan selaras kaidah “al-ibratu
bi khususi al-sabab "akan berujung pada asumsi bahwa konsep kandungan matannya
tidak diarahkan untuk mendasari prinsip-prinsip umum setingkat pedoman baku
untuk mengatur negara versi Islam.

Ibnu at-Tin menyatakan bahwa keberadaan hadis “lan yufliha qaumun walau
amruhum imraatun” baru mendasari larangan wanita menjabat gadli (hakim
mahkamah Syari). Demikian pula imam al-Mawardi hanya mensyaratkan laki-laki

untuk pemangku jabatan al-Wuzara (menteri negara).
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Bukti fakta sejarah justru mengungkap kepemimpinan negara (Islam) oleh
perempuan muslimah, seperti Sittu al-Mulk, saudara perempuan al-Hakim bi
Amrillah al-Fathimi pernah bertahta selama empat tahun di Mesir. Demikian pula
Syajarah ad-Durr, isteri al-Malik as-Shalih Ayyub yang menjabat khalifah di Mesir
hingga terbunuh pada tahun 1357 H. Sekalipun fakta itu memihak pada tradisi
keagamaan Syiah, namun secara empirik menunjuk bukti kelonggaran dalam sistem
kenegaraan.,

Bertolak belakang dengan fakta sejarah tersebut, bahwa formula hukum positif
negara Tunisia, Kuwait, Siria dan Maghrabin secara tertulis mempersyaratkan laki-
laki bagi calon pejabat presiden. Hanya hukum positif Mesir seperti pada UU tahun
1971 pasal 75 mempersyaratkan calon presiden cukup warga negara Mesir dan
berusia tidak kurang dari 40 tahun. Syarat kelakian di pandang implisit mengikatnya
karena konstitusi negara bersumber agama Islam.?'

Sedangkan Ratna Barata Munti dalam bukunya yang berjudul Respon Islam Atas
Pembakuan Peran Perempuan dikatakan, status dan peranan laki-laki dan perempuan
itu sudah berlainan tidak diperlukan suatu perdebatan lagi. Diantara mereka sudah
terdapat pembagian kerja (division of sexual labour) yang jelas dan tegas. Pembagian
itu tidak bisa dilihat secara fungsional, akantetapi harus dilihat karena adanya
perbedaan jenis kelamin. Dengan kata lain pembagian kerja itu dianggap sudah

menjadi bagian integral dan esensial atau tidak dapat dipisahkan dari perbedaan jenis

kelamin baik di ranah publik atau privat.?

*'Hasjim Abbas, Presiden Perempuan (Perspektif Hukum Islam). (Yogyakarta: Kutub, 2004), 170-
174

ZRatna Batara Munti, Respon Islam atas Pembakuan Peran Perempuan. (Jakarta: LBH-APIK,
2005), 173-174
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Pemaparan tersebut di étas akan memunculkan persoalan HAM dalam dunia
kepemimpinan perempuan karena sifatnya diskriminasi yang dimunculkan tersebut.
Makanya banyak terjadinya beberapa kekerasan perempuan di Indonesia dalam
berbagai bentuknya seperti diskriminasi terhadap perempuan minoritas, kerentanan
buruh migran perempuan, perdagangan perempuan, kesengsaraan perempuan
pengungsi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semua itu tidak lepas dari
faktor politik, ekonomi, budaya maupun teologis.”> Pada dasarnya hal itu disebabkan
tidak terjadinya keseimbangan antara pemikir-pemikir beberapa tokoh Islam itu
sendiri dalam merespon fenomena yang berkembang dari masa klasik di era Nabi ke
era perkembangan zaman sekarang, sehingga memunculkan diskriminasi yang tidak
kunjung padam.

Jika mengarah dalam sejarah perkembangan Islam, banyak tokoh perempuan
terlibat dalam peran-peran politik, misalnya:

a. Ummil Mukminin Aisyah r.a, selain menjadi rujukan berbagai masalah
hukum, juga pernah secara langsung terlibat peristiwa politik, seperti
dalam kasus “Wagiatul Jamal”.

b. Nailah istri khalifah Usman bin Affan r.a. dikenal banyak terlibat

masalah-masalah politik.

BNur Said, Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia. (Yogyakarta: Pilar
Media, 2005), 181
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c. as-Syifa, Samra él-Asadiyah, Khaulah binti Tsalabah, Ummu Syarik,
Asma binti Abi Bakar, adalah nama-nama sahabat yang terlibat masalah-
masalah politik.

d. Belakangan nama Zubaidah istri Harun ar-Rasyid, Syajaratuddur dikenal
sebagai politisi yang berpengaruh.

Dari pengalaman kesejarahan dan pandangan teoritik fighiyah tersebut, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa, masalah hak-hak politik bagi perempuan diakui
dalam Islam. Apabila masalah jabatan kepala negara masih tetap menjadi masalah
khilafiyah, maka hak-hak politik lain seperti hak pilih, hak menjadi anggota lembaga
perwakilan/ perwusyawaratan dan memberi fatwa hukum adalah boleh-boleh saja.2*

Berbeda dengan pendapat Abdurrahman Wahid (mantan Presiden Ri ke-4),
dalam bukunya yang berjudul Islamku Islam Anda Islam Kita.Beliau mengatakan,
“Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat
institusional/kelembagaan. Jadi perempuan hak politiknya disamakan dengan laki-

laki”.

*Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Persektif Sosio Kultural. (Jakarta:Lantabora Press,
2005), 311-312
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BAB IV

ANALISIS

Fenomena patriakhi dalam setiap bentangan sejarahnya selayaknya jangan
dipahami sebagai persoalan universal yang mengalahkan persoalan-persoalan
mendasar menyangkut ketidaksetaraan gender dalam pengertian yang sebenarnya.
Sebab distorsi pemahaman seperti itu sangat tidak mustahil akan memunculkan
sebuah penilaian bahwa isu semacam ketidakadilan gender merupakan realitas
obyektif, bukan subyektif individu perempuan itu sendiri. Lantaran itu ajaran agama
pun tidal luput dari sasaran kritik. Agama dianggap tidak mengapreasi feminisme.
Teks agama sendiri, yakni Alquran dan hadis, banyak berbicara secara garis besar
yang pemaknaanya masih seringkali diperdebatkan. F aktanya terdapat beberapa
ketentuan dalam memahami' teks alquran dan hadis yang sangat terikat dengan

konteks zaman dan lingkungan yang mengitarinya.

Padahal perbedaan laki-laki dan perempuan tersebut hanya bersifat biologis saja
tidak ada kandungan Alquran yang secara langsung melarang perempuan menjadi
seorang pemimpin di ranah publik. Malah perempuan ketika Islam datang sangat di
Junjung tinggi, tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya.
Karena Allah menciptakan manusia dari satu asal sebagaimana dalam kandungan

Alquran surat (QS. Al-Hujafat [49]; 13). Dan surat An-Nahl ayat 97 yang secara
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terang menyatakan kebolehan, baik laki-laki dan perempuan yang beriman untuk

mengerjakan amal shalih (kebaikan).

Akan tetapi pembahasan mengenai kepemimpinan politik perempuan di dalam
masyarakat Islam masih telj.adi pro-kontra diantara para pemikir tokoh Islam itu
sendiri. Hal tersebut tetap dilatarbelakangi oleh adanya teks Alquran yang salah
satunya ada dalam kandungan surat Al-Nisa [4]: 34, yang secara mencolok
menampakkan pelarangannya terhadap kepemimpinan perempuan. Dan di tambah
lagi kontroversi penafsiran sabda Nabi SAW atas respon terangkatnya Buwaran binti
Syairawaih bin Kisra sebagai ratu Persia, lalu Nabi bersabda: "Tidak akan beruntung

suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."”

Penulis mamahami bahwa substansi ayat 34 surat an-Nisa di atas tersebut adalah
hanya membahas status antara hubungan suami dan istri, bukan status antara laki-laki
dan perempuan pada umumnya. Landasan penulis berdasarkan pada sejarah dunia
Islam, dimana tokoh pejuang perempuannya sangat banyak di dalamnya. Diantara
mereka adalah ibunda para Nabi, istri-istri dan putri-putri para Nabi dan yang paling
kuat landasan penulis adalah adanya baiat dari perempuan pada masa Nabi, hal ini
sebagai tanda bukti adanya kebebasan untuk menentukan pandangan yang berkaitan
dengan kehidupan serta hak untuk mempunyai pilihan berbeda dengan pandangan

kelompok lain.
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Sedangkan redaksi hadis yang disampaikan oleh Abi Bakrah tersebut, penulis
mengkategorikan dalam beberapa hal, yaitu tentang ekspresi pendirian Abi Bakrah
bahwa ia tidak mendukung kepemimpinan perempuan, informasi kontek hadis
tersebut berkaitan dengan peristiwa seorang perempuan yang telah diangkat menjadi
pengganti raja Persia yang bernama Kisra sebagaimana dijelaskan dalam sabab al-
wurud hadis, serta penyataan Nabi “lan yufliha gqawmun walaw amruhum imraatun”
dapat di pandang sebagai kontektualisasi wahyu dalam kehidupan Nabi Muhammad
SAW, akan tetapi penafsiran tersebut hingga saat ini ternyata masih terus

menghadirkan perdebatan diantara para pakar.

Redaksi “lan yufliha qawmun walaw amruhum imraatun”, secara tekstual
memberikan indikasi bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin publik,
termasuk hakim atau jabataﬁ negara lainnya, apalagi kepala negara, baik presiden,

perdana menteri, Khalifah, Imam, Sultan, dan jabatan lain yang setingkat.

Memperhatikan proses wurud hadis kiranya tidak mengada-ada bila fenomena
yang terjadi di saat dan lokasi kemunculan hadis serta suasana batiniah, penulis
memposisikan sebagai “sabab wurudil hadits”. Bila perlakuan tersebut dapat
diterima, maka upaya memahami makna ungkapannya berangkat dari sebuah hadis
yang kasuistik.Metode memahami hadis sejenis itu lazim mempertimbangkan kontek

historis, sosiologis, psikologis dan faktual.
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Resiko tidak sukses dalam pernyataan Nabi berimbas pada tatanan sebuah negara
bisa temporer. Yakni mewaspadai gejala serupa pada masa sesudah Rasulullah SAW
untuk negeri Persia saja. Kebijakan otoriter raja Persia menjadi pemicu
ketidakloyalan kaumnya terhadap putrinya. Trauma rezim ayahnya bisa berimbas
buruk pada putrinya tersebut.

Bila struktur pemerintahan telah dimodifikasi sedemikian rupa maka tidak
mustahil negara yang dipimpin oleh perempuan seperti ratu Wilhelmina, Ratu
Elizabeth, Corazon Aquino, dapat sukses memimpin negara yang berwibawa.ltulah
negara Belanda, Inggris Raya dan negara Commonwealth dan Republik Philipina.
Illat hukum seperti dalam sejarah kerajaan Persia masa itu tidak menutup
kemungkinan pergeseran sistem, mekanisme demokratik, perangkat kontrol
kenegaraan dan dinamika sosial-politik pada negara yang dipimpin oleh perempuan
sepanjang rakyat mendukungﬁya.

Tahta keratuan putri Bauran berinstitusi 4/-Mulk atau kerajaan yang bisa saja
monarki absolut, itu akan jauh berbeda dengan bentuk kerajaan yang parlementer atau
republik. Faktor ketidaksuksesan bisa terjadi dalam sistem dan mekanisme kerja
aparat maupun perangkat lunak kenegaraannya.

Penulis memprediksikan bahwa resiko tidak sukses yang diprediksikan Nabi
SAW menimpa bangsa Persia dapat dicari faktor penyebabnya tidak jauh dari sifat
subyektifitas Bauran. Anak kandung tokoh adiagung angkuh Kaisar Persia, tentu akan

melestarikan cara kepemimpinan yang sama formatnya dengan sang ayah. Dengan



51

pendekatan “wagqi’atul-a’aini” sangat janggal kalau substansi hadits itu digeneralisir,
karena kasusnya tidak populis dan representatif untuk sepanjang zaman.

Kapasitas nara sumber hadis Nabi SAW sangat dekat dengan kedudukan
panglima angkatan perang, karena pelapor diidentifisir sebagai prajurit bawahannya.
Secara psikologis beliau belum melupakan cara raja Kisra yang merobek-robek surat
tawaran dari Nabi yang mengajaknya untuk masuk Islam. Ungkapan spontanitas
beliau bisa bernuansa doa yang dimunajatkan ke Allah.

Pola pemahaman yang memanfaatkan kasus hadis (kontekstual) menghadirkan
rumusan doktrin yang bermuatan dalalah dzanniah.

Penulis mengartikan kontek penetapan Islam itu telah memperdulikan masalah
tradisi sosial, dan metodologinya tidak menentang arus adat istiadat yang sedang
berlangsung, bahkan mengikutinya dan mengubahnya sesuai dengan keadaan zaman
selama tidak bertentangan dengan dasar akidah. Inilah yang menjadikan adat istiadat,
menurut pandangan para ahli usul, sebagai salah satu dalil agama, tetapi dengan
syarat bahwa hal itu tidak bertentangan dengan nas# dan diakui oleh semua orang.

Dalam kesimpulan penulis, sebenarnya Islam banyak memiliki banyak prinsip

kesetaraan gender, di antaranya adalah:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.
2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah.
3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial yang

sama.
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4. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi.

Penulis menafsirkan mengenai beberapa kontroversi ayat yang tidak mendukung
keberadaan kepemimpinan perempuan tersebut, karenapada waktu itu ketika kontek
Alquran diturunkan di tanah Arab, laki-laki memiliki peran publik dan sosial yang
lebih dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan sekarang laki-laki dan perempuan
hidup dalam kesetaraan sesuai tuntutan kultur dan konstruk sosialyang semakin

berkembangan sesuai dengan pesatnya ilmu pengetahuan.

Jadi jika penafsiran terhadap ayat disalahgunakan atau kurang tepat dalam
mengkajinya, maka akibatnya kesalahpahaman terhadap agama Islam akan
menimbulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam adalah agama yang

tidak ramah terhadap perempuan.

Dasar pandangan Islam térhadap perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah
sama. perempuan adalah manusia sebagaimana halnya laki-laki. Mereka adalah
kelompok manusia yang satu. Masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiannya,
bahkan tidak ada keistimewaan bagi yang satu atas yang lainnya dariberbagai sudut
yang ada, hanya secara biologisnya saja yang berbeda. Atas dasar inilah pandangan
Islam terhadap laki-laki dan perempuan adalah sama. Realitas yang terjadi dalam
Islam memang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam
menyeru manusia untuk beriman. Allah SWT berfirman, “sesungguhnya kaum

perempuan adalah setara dengan kaum laki-laki”.
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Jadi sebenarnya kalau diteliti dengan baik di luar kodrat biologisnya Islam tidak
menggariskan perbedaan gender apapun antara laki- laki dan perempuan. Karena itu
di luar peran-peran kodratinya perempuan bisa mengambil peran yang setara dengan

laki- laki, misalnya di bidang sosial-politik tanpa harus ada perdebatan lagi.

Kesimpulannya: Balasan dari Allah iman dan amal saleh yang dimiliki dan
diamalkan oleh laki-laki muslim dan perempuan muslimah adalah sama (identik)

tanpa adanya diskriminasi gender.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Kepemimpinan perempuan dalam Islam melahirkan dua aliran besar.
Pertama, aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui hak
perempuan menjadi pemimpin, baik dalam ranah domestik terlebih lagi
dalam ranah politik. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam
mengakui hak-hak perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-
laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam mengakui kepemimpinan
perempuan termasuk kepala negara. Paling tidak 4 bentuk argumentasi
yang sering dikemukakan oleh aliran yang tidak setuju dengan
kepemimpinan perempuan. Pertama, argumentasi dari Alquran surat Al-
Ahzab, 33:33 yang menegaskan bahwa tempat paling cocok perempuan
adalah rumah, An-Nisa 4.34 menyatakan laki-laki memiliki kekuasaan atas
perempuan. Dan surat Al-Baqarah 2:228 yang mengedepankan kelebihan
laki-laki dan perempuan.

Sedangkan kajian kandungan Alquran, kebolehan perempuan menjadi
pemimpin, baik 'sebagai pemimpin kaumnya atau sesama kaum
perempuan, maupun sebagai pemimpin laki-laki hal itu tidak perlu
dipermasalahkan sebagai kebolehannya dalam berdakwah dan

memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah.
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2. Hadis yang berbunyi “lanyufliha gqawmun walaw amruhum imraatun” ini
sifatnya dzanni dan ahad (praduga) yang sifatnya spontanitas dan
temporer berdasarkan sejarah lahirnya hadis itu dari sabda Nabi SAW, dan
tidak dapat di jadikan hujjah bagi pelarangan perempuan untuk menjadi
pemimpin dalam ruang publik.

Pemahaman adanya larangan perempuan menjadi pemimpin publik,
sebagaimana tertera dalam makna tersurat hadis tersebut bersifat spesifik
untuk kasus-kasus seperti kasus bangsa Persia, yang pada saat itu sistem
kepemimpinannya bersifat sentralistik, tiranik dan otokratik. Eksistensi
hadis lebih relevan dijadikan hujjah bagi pelarangan sebuah negara yang
menerapkan sistem-pemerintahan yang tiranik, sentralistik, otokratik serta
mengabaikan nmusyawarah dan demokrasi. Artinya dalam negara yang
menganut sistem pemerintahan demokratis, perempuan boleh-boleh saja

menjadi pemimpin publik.

B. Saran

Dalam rangka menjaga kedudukan perempuan muslimah yang terhormat
yang setara dengan kedudukan laki-laki muslim, sangat penting untuk di
dakwakan bahwa setiap wanita muslimah wajib terus mensosialisasikan
dirinya sebagai hamba yang mempunyai tanggung jawab dalam merespon
semua keadaan yang ada, baik dalam kontek masalah agama maupun

lingkungan masyarakat. Hal ini di harapkan supaya terbinanya insan



56

akademis, pencipta, pengabdi perempuan yang bernafaskan Islamisme sesuai

koridor Alquran dan hadis.
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